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Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menangani dan menyelesaikan 

sengketa konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen membentuk majelis. Peran 

Majelis dalam memberikan putusan menjadi aspek krusial untuk memastikan penyelesaian 

sengketa yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan 

majelis bersifat final dan mengikat adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa 

konsumen yang tidak ada upaya banding dan kasasi. Dengan kata lain, putusan final dan 

mengikat bersifat mengakhiri sengketa dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para 

pihak yang bersengketa. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum 

dalam proses penyelesaian sengketa. Namun terhadap putusan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen dapat diajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri.  

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian terhadap 

norma-norma melalui penelitian kepustakaan dan perundang-undangan. Tipe penelitian ini 

adalah kekaburan norma yang menghasilkan lebih dari satu makna, yaitu makna putusan 

majelis Badan Penyelesaian Sengketa yang bersifat final dan mengikat karena tidak ada 

upaya hukum banding dan kasasi apakah sama dengan upaya hukum keberatan kepada 

Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach), fokusnya adalah pada analisis dan interpretasi norma-norma 

hukum yang terkait, menggunakan bahan hukum primer yang menjadi bahan yang penting, 

bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai penunjang data, dan bahan hukum tersier 

yang bersifat melengkapi dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder dalam penelitian ini. 

Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, dalam hal ini Pasal 56 

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 

menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri 

paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan 

tersebut. Pasal 54 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen dalam penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan putusan 

majelis bersifat final adalah bahwa dalam badan penyelesaian sengketa konsumen tidak 

ada upaya banding dan kasasi. Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen dalam penjelasannya menyatakan bahwa cukup jelas.  

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamandemen sebanyak 4 

(empat) kali, lahirnya states auxiliary bodies. Istilah states auxiliary bodies dipadankan 

dengan lembaga yang melayani, lembaga penunjang, lembaga bantu, dan lembaga 

pendukung. Pembentukan lembaga bantu memiliki dasar hukum yang berbeda-beda yaitu 

didasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, UU, serta 

Keputusan Presiden (Keppres). Pembentukan BPSK melalui UU Perlindungan Konsumen 

dilatarbelakangi karena penyelesaian sengketa konsumen melalui lembaga peradilan 

terutama pada lingkungan peradilan umum terlalu lama dan menghabiskan biaya yang 
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tidak sedikit. Hal ini tidak sesuai jika konsumen mengalami kerugian yang kecil. BPSK 

merupakan lembaga khusus dalam bidang quasi peradilan, artinya lembaga-lembaga yang 

bersifat mengadili tetapi tidak disebut sebagai pengadilan. Kewenangan-kewenangan yang 

membuat BPSK dapat dikatakan sebagai quasi peradilan terdapat dalam Pasal 52 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Menurut penjelasan Pasal 

54 Ayat (3) UUPK yang dimaksud dengan putusan majelis bersifat final dan mengikat 

adalah bahwa dalam BPSK tidak ada upaya banding dan kasasi. Sederhananya, para pihak 

tidak dapat mengajukan banding dan kasasi di BPSK, akan tetapi menurut Pasal 56 Ayat 

(2) UUPK para pihak dapat melakukan upaya hukum keberatan atas putusan BPSK ke 

Pengadilan Negeri. Hal ini bahwa kekuatan putusan BPSK secara yuridis masih 

bergantung pada yuridiksi pengadilan untuk menyelesaikan sengketa konsumen.  

Sifat putusan majelis penyelesaian sengketa konsumen yang bersifat final dan mengikat 

jika dibandingkan dengan suatu putusan pengadilan belum dapat dikatakan sebagai putusan 

final dan mengikat melainkan hanya bersumber pada kewenangan administratif. 

Kewenangan administratif adalah tindakan yang mengeluarkan putusan peraturan 

(regeling) atau penetapan (beschikking) berdasarkan wewenang. Putusan BPSK belum 

dapat dianggap sebagai final dan mengikat secara mutlak. Hal ini terjadi karena masih ada 

proses keberatan melalui Pengadilan Negeri atau tahapan lain yang dapat diambil oleh 

pihak yang terlibat, bukan merujuk pada tahapan sebuah keputusan atau putusan majelis 

telah melalui proses dan dinyatakan sebagai keputusan akhir yang mengikat. Makna final 

dan mengikat dalam putusan majelis penyelesaian sengketa konsumen menunjukkan 

bahwa putusan majelis dalam proses penyelesaian sengketa konsumen hanya final dan 

mengikat pada tahap BPSK saja. Sedangkan pada tahap litigasi masih dapat diupayakan 

tahapan lain yang akan diambil oleh para pihak yang bersengketa. 

Pasal 56 Ayat (2) menyebutkan para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan 

Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan 

BPSK memiliki perbedaan dengan mengajukan upaya hukum banding dan kasasi yang 

terletak pada tingkat peradilan dan tujuan masing-masing. Keberatan kepada Pengadilan 

Negeri merupakan langkah awal untuk menentang suatu putusan di tingkat peradilan 

pertama. Sementara itu, Banding adalah proses hukum di tingkat peradilan tinggi yang 

bertujuan untuk mengajukan ulang suatu perkara agar mendapat pertimbangan hukum bagi 

pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama. Kemudian 

kasasi adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung atau pengadilan 

tertinggi untuk menguji kebenaran dan kesesuaian putusan dari pengadilan di tingkat 

sebelumnya, dengan fokus pada aspek hukum yang mendasar. Ini memberikan kepastian 

hukum dan peluang bagi pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keputusan yang lebih 

akurat. 
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ABSTRAK 

Dalam hal perlindungan konsumen di Indonesia, pemerintah membentuk perlindungan 

hukum konsumen yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan 

yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen 

yang berskala kecil dan bersifat sederhana dikarenakan penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan (litigasi) cenderung lambat, tidak sederhana dan biaya mahal. Pasal 54 Ayat (3) 

UUPK menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, yang dalam 

penjelasan pasalnya tidak ada upaya banding dan kasasi. Namun Pasal 56 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan 

bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 

(empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Oleh karena 

itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis makna putusan majelis penyelesaian 

sengketa konsumen yang bersifat final dan mengikat jika dibandingkan dengan putusan 

pengadilan dan makna keberatan dalam Pasal 56 Ayat (2) UUPK sama dengan upaya 

hukum banding dan dan upaya hukum kasasi. 

Dalam hal ini, keputusan majelis BPSK yang final dan mengikat pada esensinya tidak final 

dan mengikat karena tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Sifat putusan majelis 

penyelesaian sengketa konsumen yang bersifat final dan mengikat jika dibandingkan 

dengan suatu putusan pengadilan belum dapat dikatakan sebagai putusan final dan 

mengikat melainkan hanya hanya final dan mengikat pada tahap BPSK saja karena putusan 

tersebut masih dapat diupayakan tahapan lain melalui campur tangan peradilan. 

Mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengeketa Kosumen 

dibandingkan dengan upaya hukum banding dan kasasi memiliki perbedaan yang terletak 

pada tingkat pengadilan. Banding adalah proses hukum di tingkat Pengadilan Tinggi, 

sedangkan kasasi adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung. 

Kata Kunci (keyword) : Putusan, Sengketa, Konsumen 
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